
 

 

 

 

LEMBARAN DAERAH 
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA 
TAHUN 2010                       NOMOR 5 

 
PERATURAN DAERAH  

KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA 
NOMOR 5 TAHUN 2010 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2005 TENTANG  
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DAN RETRIBUSI  

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI HULU SUNGAI UTARA, 

 
Menimbang 

 
: 
 

a. bahwa kewenangan pengujian awal untuk semua 
jenis kendaraan bermotor dan kewenangan pengujian 
untuk jenis kendaraan bermotor roda dua tidak 
termasuk kewenangan yang diserahkan kepada 
Pemerintah Kabupaten/Kota,  berkenaan dengan hal 
tersebut perlu melakukan perubahan atas Peraturan 
Daerah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengujian 
Kendaraan Bermotor dan Retribusi; 

 
b. bahwa berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Hulu 

Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2010, tanggal 2 Maret 

SSAALLIINNAANN  
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2010, Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 
2005 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor dan 
Retribusi dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi 
Peraturan Daerah, setelah melalui proses evaluasi; 

 
c. bahwa berdasarkan Surat Gubernur Kalimantan 

Selatan Nomor: 188.342/00703/KUM., Tanggal 10 Mei 
2010., Perihal: Hasil Evaluasi Raperda Kabupaten 
Hulu Sungai Utara,  yang didasarkan pada hasil 
koordinasi evaluasi dengan Menteri Keuangan, 
dengan Surat Nomor: S-323/MK.7/2010., Tanggal 14 
April 2010., maka Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 
Tahun 2005 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor 
dan Retribusi dapat ditetapkan menjadi Peraturan 
Daerah setelah terlebih dahulu dilakukan perbaikan 
sesuai dengan hasil evaluasi yang diberikan; 

 
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, 
perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 
2005 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor dan 
Retribusi; 

 
Mengingat 
 

: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt Tahun 1953 
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-
Undang; 

 



 

 
Lembaran Daerah Kab. HSU 
Tahun 2010 Nomor 5 

Hlm 3 dari 15 

 

3

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3186); 

 
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3385); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389); 

 
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4437), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara  Republik 
Indonesia Nomor 4844); 
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7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 

 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang 

Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530); 

 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan  Pemerintahan 
Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

 
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 

1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor; 
 
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 

2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum 
Daerah; 

 
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 

2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum 
Daerah; 

 
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 

2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah; 
 
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 

2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan 
Peraturan Kepala Daerah; 

 
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara 

Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengujian Kendaraan 
Bermotor dan Retribusi (Lembaran Daerah Kabupaten 
Hulu Sungai Utara Tahun 2005 Nomor 18, Seri C 
Nomor 12 );   

 
19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara 

Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan 
Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah 
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 
14);   

 
 


